
CASCADING  DINAS  BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  KABUPATEN PESISIR  SELATAN  TAHUN  2025 - 2029

Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Misi 1: Misi 5:
Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

TUJUAN. 1.1 TUJUAN. 5.1
Terwujudnya pemerintahan yang efisien, adil dan berkinerja tinggi Menurunkan indeks risiko bencana

Indeks Reformasi Birokrasi IRBI

SASARAN 1.1.2 SASARAN 1.1.3 SASARAN 5.1.3

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 
berbasisi digital, efektif, melayani dan berdaya saing

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas 
dalam penyelenggaraan pemerintah

Meningkatkan ketangguhan Daerah terhadap Bencana

Nilai SAKIP Rasio Inovasi Daerah Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

TUJUAN BPBD TUJUAN BPBD (Ess II)                           
Indikator Satuan  Kondisi  2024 Target  2026 Target  2027 Target  2028 Target  2029 Target    

2030

Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang berkinerja tinggi untuk menurunkan risiko dan 
dampak Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan

Indek Resiko Bencana Tanpa Satuan  149.22  139.22  129.22  119.22  109.22 99.22

Jumlah Desa/Nagari Tangguh Bencana Pratama

Jumlah Desa/Nagari Tangguh Bencana Madya

Jumlah Desa/Nagari Tangguh Bencana Utama

SASARAN BPBD (Ess II)                        
Indikator Satuan  Kondisi  2025 Target  2026 Target   2027 Target   2028 Target    2029

Target    
2030

SASARAN BPBD SASARAN BPBD SASARAN BPBD Jumlah kelembagaan dan masyarakat 
yang siap menghadapi bencana

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Meningkatkan Ketangguhan dan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanggulangan 

Bencana
Jumlah inprastruktur kenbencanaan yang 
berfungsi dengan baik

Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Kematangan Inovasi 1. Tingkat Penanganan Penanggulangan Bencana persentase kejadian bencana yang dapat 
ditanggani

2.  Persentase Nagari Tangguh Bencana persetase daerah pascabencana yang 
dapat dipulihkan

SASARAN PROGRAM          (Ess III)    
Indikator

Satuan  Kondisi 2025 Target        
2026

Target        
2027

Target        
2028

Target        
2029

Target        
2030

SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM
Persentase Kelengkapan Pelaporan 
Dokumen Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas layanan pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap bencana

Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap 
darurat

Meningkatnya koordinasi penanganan bencana 
pada saat Pascabencana

Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

1. Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Inovasi BPBD 1. Persentase cakupan penyebaran informasi dan 

edukasi rawan bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Persentase koordinasi Penanganan 
Pascabencana Persentase Kinerja Bidang yang tercapai

2. Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

2. Cakupan Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Jumlah Inovasi BPBD

3. Persentase Kinerja  Bidang yang tercapai Persentase cakupan penyebaran 
informasi dan edukasi rawan bencana

Cakupan Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan

Persentase Penanganan Tanggap Darurat

Persentase koordinasi Penanganan 
Pascabencana

SASARAN KEGIATAN             (Ess 
III/IV)                                                           
Indikator

Satuan  Kondisi 2025 
Target        
2026

Target        
2027

Target        
2028

Target        
2029

Target        
2030

SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
Jumlah Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja.
Jumlah Laporan Keuangan

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian,  Evaluasi Kinerja dan Keuangan 

Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Layanan Umum 
Perangkat Daerah

………… Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana

Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan 
Bencana Kabupaten/Kota

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Bencana

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan 
Bencana Persentase Administrasi Umum 

Perangkat Daerah
- Persentase Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah
- Persentase Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah.

-  Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran 
dan Evaluasi Kinerja

- Jumlah Laporan Keuangan

- Persentase Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

- Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Persentase Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah
-  Persentase Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

................ Persentase Pelayanan Pecegahan dan Kesipasiagaan 
Terhadap Bencana Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Bencana
Persentase Penataan Dasar Penanggulangan 

Bencana (Pasca Bencana)

Persentase Pelayanan Informasi Rawan 
Bencana %                             20                              20                              20                              20                              20                          20 

Persentase Pelayanan Pecegahan dan 
Kesipasiagaan Terhadap Bencana

%                             20                              20                              20                              20                              20                          20 

Persentase Penyelamatan dan Evakuasi 
Korban Bencana

%                           100                           100                           100                            100                            100                       100 

Persentase Penataan Dasar 
Penanggulangan Bencana (Pasca 
Bencana)

%                             20                              20                              20                              20                              20                          20 

SASARAN SUBKEGIATAN     (Ess 
IV/Staf)                                                        
Indikator

Satuan  Kondisi  2025 
Target        
2026

Target        
2027

Target        
2028

Target        
2029

Target     
2030

SASARAN SUBKEGIATAN SASARAN SUBKEGIATAN SASARAN SUBKEGIATAN SASARAN   SUB KEGIATAN SASARAN SUBKEGIATAN SASARAN SUBKEGIATAN SASARAN SUBKEGIATAN 1.  Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 
sampai dengan dinyatakan sah/legal

Documen                                             1                                              1                                               -                                                -                                                -                                         1 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN PERENCANAAN, PPENGANGGARAN, 
DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

1.) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah

KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 
PERANGKAT DAERAH

1.) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
kelengkapannya

................ Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis 
Ancaman Bencana)

Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah 
Zoonosis Prioritas

Penyusunan regulasi penanggulangan bencana 
kabupaten

2. Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di 
kawasan rawan  bencana Kabupaten/Kota yang 
memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi  dan 
edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di 
kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun

Orang                                  10.000                                   10.000                                   10.000                                    10.000                                    10.000                              10.000 

KEGIATAN  ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH

1.) Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor
3.) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.) Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan
5.) Fasilitasi Kunjungan Tamu
6.) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD
7.) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana kabupaten/kota

Penyusunan Kajian Risiko Bencana 
Kabupaten/Kota Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan 

dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten
3. Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 
dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Kawasan                                           10                                            10                                            10                                            10                                            10                                      10 

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN 
PERANGKAT DAERAH

1.) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                        
2.) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 
ASN

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 
Kabupaten

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi 
Kebencanaan

4. Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas 
Teknis dan Manajerialnya Orang                                           30                                            30                                            30                                            30                                            30                                      30 

Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana 

Kabupaten
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Penaggulangan Bencana
5. Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang 
Dilegalisasi

Documen                                             1                                              1                                              1                                               1                                               1                                         1 

KEGIATAN   PENGADAAN BARANG MILIK 
DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 
DAERAH

1.) Pengadaan Peralatan  dan Mesin Lainnya

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Bencana

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam 
Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 
Penanggulangan Bencana Kabupaten

6. Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti 
Gladi Kesiapsiagaan

Orang

                                       100                                         100                                         100                                          100                                          100                                    100 

KEGIATAN   PENYEDIAAN JASA PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1.) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 
Bencana Kabupaten/Kota

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 
Korban Bencana Kabupaten

Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten 7. Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan 
Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi

dokumen                                              -  -                                              1                                               1  -  - 

KEGIATAN   PEMELIHARAAN BARANG MILIK 
DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 
DAERAH

1.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 
2.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan
3.) Pemeliharaan Peralatan  dan Mesin 
Lainnya

Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah 
Penyakit

Koordinasi Penanganan Pasca Bencana 
Kabupaten

8. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga 
Tanggap Bencana Alam Keluarga                                           30                                            30                                            30                                            30                                            30                                      30 

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan 
Bencana

Aktivitas Sistem Komando Penanggana Darurat 
Bencana

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia 
Usaha dalam Penangganan PascaBencana 

Kabupaten

9. Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko 
bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) 
Kabupaten/Kota yang tertangani.

Kegiatan                                              -                                              2                                              2                                               2                                               2                                         2 

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pengumpulan data Penduduk di 
Daerah Rawan Bencana Lintas Kabupaten

10. Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 
(RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan 
sah/legal

Documen                                             1                                              1                                             -                                                -                                                -                                           1 

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 
Kabupaten/Kota Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten

11. Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu 
Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai 
dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat 
tinggalnya

Unit                                        252                                            50                                            50                                            50                                            50                                      50 

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota

Penyusunan Kajian Kebutuhan PascaBencana 
(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan 

Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten

12. Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di 
kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang 
mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana

Kawasan                                              -                                              2 2 2 2 2

Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana 

Kabupaten

13. Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi 
(pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan 
legal sesuai dengan jenis ancaman kawasan tempat 
tinggalnya bencana yang ada

Laporan                                           12                                            12                                            12                                            12                                            12                                      12 

14. Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian 
Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas

Laporan  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional 

15. Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat 
Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling
Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil
Dokumen Laporan Kaji Cepat

Documen  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional 

16. Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, 
dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Orang  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional 

17. Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/lega Documen  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional 

18. Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan 
lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan 
penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial
dan teknis

Orang                                           40                                            40                                            40                                            40                                            40                                      40 

19. Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan 
Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Bencana

Orang  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional 

20. Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat 
Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 
Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi 
KLB dan Epidemiologi Terpadu

Documen  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional 

21. Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem 
Komando Penanganan Darurat Bencana 
Kabupaten/Kota

Laporan  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional 

22. Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah

Dokumen                                              -  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional 

23. Jumlah Dokumen Kerja sama antar Lembaga dan 
Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Dokumen                                              -  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional 

24. Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang 
tersedia

Dokumen  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional 

25. Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana Laporan  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional 

26. Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang 
memiliki kompetensi

orang                                             1                                              1                                              1                                               1                                               1                                         1 

27. Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas 
perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 
kemampuan teknis dalam menyusun dokumen 
Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan 
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 
(R3P)

Orang                                           50                                            50                                            50                                            50                                            50                                      50 

28. Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di 
semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi 
dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)
Kabupaten/Kota yang dilegalkan

Kegiatan                                             8  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional 

29.  Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan 
dunia usaha dalam penanganan pasca bencana 
Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah 
antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya 
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi 
sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, 
perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang 
telah terdaftar dan legal

Lembaga  -  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional 

30.Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan 
bencana Laporan                                              -                                              1                                              1                                               1                                               1                                         1 

31. Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan 
sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 
1 (satu) tahun

Dokumen                                              - 1 1 1 1 1

32. Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian 
Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten sampai 
dengan dinyhatakan sah dan legal paling lama 1 (satu) 

Dokumen                                             1  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional  Kondisional 

33. Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub 
Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan 
dinyatakan sah/legal

Dokumen - 1 1 1 1 1

VISI RPJMD 2025-2029 

MISI RPJMD 2025-2029 

Kinerja Strategis Daerah/IKU 
Daerah

Kinerja Strategis PD (Ess II)

Kinerja Strategis Bidang 
(Ess III)

Kinerja Strategis Sub 
Kegiatan (Ess IV/Staf)

Kinerja Strategis 
Kegiatan 

(Ess III/IV)

user
user:
subkeg sekretariat/rutin blm ada?



POHON KINERJA  BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  KABUPATEN PESISIR  SELATAN  TAHUN  2025 - 2029

Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Misi 1: Misi 5:
Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

TUJUAN. 1.1 TUJUAN. 5.1
Terwujudnya pemerintahan yang efisien, adil dan berkinerja tinggi Menurunkan indeks risiko bencana

Indeks Reformasi Birokrasi IRBI

SASARAN 1.1.2 SASARAN 1.1.3 SASARAN 5.1.3

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 
berbasisi digital, efektif, melayani dan berdaya saing

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas 
dalam penyelenggaraan pemerintah Meningkatkan ketangguhan Daerah terhadap Bencana

Nilai SAKIP Rasio Inovasi Daerah Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

TUJUAN BPBD

Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang berkinerja tinggi untuk menurunkan risiko dan 
dampak Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Desa/Nagari Tangguh Bencana Pratama

Jumlah Desa/Nagari Tangguh Bencana Madya

Jumlah Desa/Nagari Tangguh Bencana Utama

SASARAN BPBD SASARAN BPBD SASARAN BPBD

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Meningkatkan Ketangguhan dan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanggulangan 

Bencana

Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai Kematangan Inovasi 1. Tingkat Penanganan Penanggulangan Bencana

2.  Persentase Nagari Tangguh Bencana

SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas layanan pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap bencana

Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap 
darurat

Meningkatnya koordinasi penanganan bencana 
pada saat Pascabencana

1. Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Inovasi BPBD 1. Persentase cakupan penyebaran informasi dan 

edukasi rawan bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Persentase koordinasi Penanganan 
Pascabencana

2. Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

2. Cakupan Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan

3. Persentase Kinerja  Bidang yang tercapai

SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian,  Evaluasi Kinerja dan Keuangan 

Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Layanan Umum 
Perangkat Daerah

…………
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

-  Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran 
dan Evaluasi Kinerja

- Jumlah Laporan Keuangan

- Persentase Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

- Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Persentase Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah
-  Persentase Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

................ Persentase Pelayanan Pecegahan dan Kesipasiagaan 
Terhadap Bencana Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Penataan Dasar Penanggulangan Bencana 

(Pasca Bencana)

SASARAN SUBKEGIATAN SASARAN SUBKEGIATAN SASARAN SUBKEGIATAN SASARAN   SUB KEGIATAN SASARAN SUBKEGIATAN SASARAN SUBKEGIATAN SASARAN SUBKEGIATAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN PERENCANAAN, PPENGANGGARAN, 
DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

1.) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah

KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 
PERANGKAT DAERAH

1.) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
kelengkapannya

................ Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis 
Ancaman Bencana)

Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah 
Zoonosis Prioritas

Penyusunan regulasi penanggulangan bencana 
kabupaten

KEGIATAN  ADMINISTRASI UMUM 
PERANGKAT DAERAH

1.) Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor
3.) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.) Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan
5.) Fasilitasi Kunjungan Tamu
6.) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD
7.) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana kabupaten/kota

Penyusunan Kajian Risiko Bencana 
Kabupaten/Kota Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan 

dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN 
PERANGKAT DAERAH

1.) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                        
2.) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 
ASN

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 

Kabupaten
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi 

Kebencanaan

Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana 

Kabupaten
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Penaggulangan Bencana

KEGIATAN   PENGADAAN BARANG MILIK 
DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 
DAERAH

1.) Pengadaan Peralatan  dan Mesin Lainnya

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Bencana

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam 
Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 
Penanggulangan Bencana Kabupaten

KEGIATAN   PENYEDIAAN JASA PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1.) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 
Bencana Kabupaten/Kota

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi 
Korban Bencana Kabupaten

Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten

KEGIATAN   PEMELIHARAAN BARANG MILIK 
DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 
DAERAH

1.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 
2.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan
3.) Pemeliharaan Peralatan  dan Mesin 
Lainnya

Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah 

Penyakit
Koordinasi Penanganan Pasca Bencana 

Kabupaten

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan 
Bencana

Aktivitas Sistem Komando Penanggana Darurat 
Bencana

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia 
Usaha dalam Penangganan PascaBencana 

Kabupaten

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pengumpulan data Penduduk di 
Daerah Rawan Bencana Lintas Kabupaten

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 
Kabupaten/Kota Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota

Penyusunan Kajian Kebutuhan PascaBencana 
(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan 

Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten

Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana 

Kabupaten

VISI RPJMD 2025-2029 

MISI RPJMD 2025-2029 

Kinerja Strategis Daerah/IKU 
Daerah

Kinerja Strategis PD (Ess II)

Kinerja Strategis Bidang 
(Ess III)

Kinerja Strategis Sub 
Kegiatan (Ess IV/Staf)

Kinerja Strategis 
Kegiatan 

(Ess III/IV)


